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Undang-Undang No.40 Tahun 2004 merupakan payung hukum 
penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Basis pengelolaan jaminan sosial 
termasuk jaminan kesehatan adalah asuransi sosial (social compulsory insurance) 
dan ekuitas. Sistem asuransi sosial, menisbatkan pembiayaan jaminan sosial 
berdasarkan iuran dimana setiap penduduk menggotong bersama (sharing) beban 
belanja kesehatan yang dilimpahkan tanggung jawabnya kepada Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. Ekuitas artinya pelayanan berdasarkan 
kemampuan penduduk membayar. Penelitian ini akan mengkaji,  bagaimana 
pandangan jaminan sosial kesehatan rakyat berdasarkan Undang-Undang No.40 
tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan bagaimana pandangan 
hukum Islam terhadap jaminan  sosial kesehatan rakyat menurut Undang-Undang 
No.40 tahun 2004. 
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dan bersifat 
deskriptif analitis.  Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 
pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-
Undang No.40 tahun 2004 dan buku Pegangan Sosialisasi SJSN. Adapun sumber 
data sekunder diambil dari buku referensi, kitab-kitab fiqh, jurnal, serta pustaka 
lainnya dari media internet.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :pertama,penggunaan jaminan sosial 
dan asuransi sosial sebagai suatu sistem yang sama, merupakan sebuah kerancuan. 
Sebab asuransi sosial adalah aktivitas pengumpulan premi, sementara jaminan 
sosial adalah bantuan negara untuk rakyatnya (social assistance). Nampak 
pertentangannya dengan amanat konstitusi pasal 28 H ayat 3. Kedua, pelimpahan 
tanggung jawab pelayanan kesehatan kepada BPJS adalah bentuk privatisasi 
layanan kesehatan yang dilarang di dalam Islam. Jaminan kesehatan adalah 
kebutuhan asasi publik  yang pemenuhannya wajib diupayakan negara untuk 
seluruh warga tanpa diskriminasi dengan sistem pembiayaan bait al-ma>l. Ketiga, 
asuransi sosial tidak memenuhi persyaratan akad jaminan (d{ama>n) dalam Islam, 
yakni tidak adanya pihak tertanggung (mad{mu>n ‘anhu), tidak terjadi 
penggabungan tanggungan peserta asuransi dengan tanggungan perusahaan 
asuransi dan adanya premi yang dibayar kepada penanggung (jaminan dengan 
kompensasi), sehingga dikategorikan akad yang batil.   
 






ANALYSIS OF LAW NO.40 TAHUN 2004 CONCERNING THE SYSTEM 
NATIONAL SOCIAL SECURITY IN TERMS OF THE CONCEPT OF 






 Law No. 40 of 2004 is a legal umbrella for the implementation of social 
security in Indonesia. The management base for social security including health 
insurance is social insurance (social compulsory insurance) and equity. The social 
insurance system, which relates social security financing based on contributions 
where each resident shares (sharing) the health expenditure burden delegated 
responsibility to the Social Security Organizing Agency. Equity means service 
based on the ability of the population to pay. This study will examine how the 
views of public health social security are based on Law No.40 of 2004 concerning 
the National Social Security System and how Islamic law views public health 
social security according to Law No.40 of 2004. 
 This type of research is library (library research) and is descriptive 
analytical. The research method used is qualitative with a normative juridical 
approach. The primary data source of this study is Law No.40 of 2004 and 
Handbook of Socialization of the SJSN. The secondary data sources are taken 
from reference books, fiqh books, journals, and other libraries of internet media. 
 The results of the study show that: first, the use of social security and 
social insurance as the same system, is a confusion. Because social insurance is a 
premium collection activity, while social security is state assistance for the people 
(social assistance). There seems to be contradiction with the mandate of the 
constitution of article 28 H paragraph 3. Secondly, the delegation of responsibility 
for health services to BPJS is a form of privatization of health services that are 
prohibited in Islam. Health insurance is a public basic need for which the state 
must fulfill its needs for all citizens without discrimination with the bait al-ma>l 
financing system. Third, social insurance does not meet the guarantee contract 
requirements (d{ama>n) in Islam, namely the absence of the insured (mad{mu>n 
‘anhu), there is no merger of insurance participants with the insurance company 
and the premium paid to guarantor (guarantee with compensation), so that it is 
categorized as a vanity contract. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 
September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa 
penyesuaian menjadi berikut: 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d{ad d{ de (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z{a z{ zet (dengan titik di bawah) 





غ gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ qaf Q Ki 
ؾ kaf K Ka 
ؿ lam L El 
ـ mim M Em 
ف nun N En 
ك wawu W We 
ق Ha H Ha 
ء hamzah ' Apostrof 
ي ya  Y Ye 
 
2. Vokal  
1) Vokal Tunggal (Monoftong) 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 
Fath }ah A A 
 
Kasrah I I 
 
D}amah U U 
 
Contoh: 
ََبَتَك-kataba  َُبَىْذَي - yaz\habu 









2) Vokal Rangkap (Diftong)  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 







  ي Fath}ah dan ya Ai a dan i 
  و Fath}ah dan 
wawu 
Au a dan u 
  
Contoh:  
فْيَك - kaifa   ََؿْوَى - haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 





fath}ah dan alif 
 
Ā 
a dan garis di 
atas 
  ي…. 
 
kasrah dan ya 
 
Ī 
i dan garis di 
atas 
 









ََؿاَق - qāla  ََلْيِق - qīla 
ىمَر - ramā            ؿوقي – yaqūlu 
4. Ta Marbu>t}ah 









1) Ta  marbu >t}ah hidup 
ta marbu >t}ah yang hidup atau mendapatkan h}arakatfath}ah, kasrah dan 
d}ammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbu>t}ah mati 
Ta marbu >t}ah yang mati atau mendapat h }arakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbu >t}ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan  dengan ha (h) 
contoh: 
ؿافطَلأاَةضكر Raud }ah al-At}fāl 
ةرونلماَةنيدلما al-Madīnah al-Munawwarah 
ةحلط T}alh }ah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
اّنبر  - rabbanā 
ؿَّزن – nazzala 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu لا, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 






1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti huruf  syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sambung atau hubung. 
Contoh: 
لجرلا - al-rajulu 
ملقلا - al-qalamu 
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu 
terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
Hamzah di awal لكا Akala 
Hamzah di tengah فكذخأت ta’khuz|ūna 
Hamzah di akhir ءوّنلا an-nau’u 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 
dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis 






ينقزارلايرخَولهَللهاَفاك :  wa innalla @ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n 
فازيلماكَليكلاَاوفكاف   :  fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zan 
9. Huruf Kapital  
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, 
transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal 
kata sandang. 
Contoh:  
ؿَوسرَلااَدمحامك Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Setiap negara menghendaki adanya kemakmuran, kestabilan ekonomi, 
dan kesejahteraan sosial yang dirasakan seluruh lapisan rakyatnya. Untuk 
meraih tujuan tersebut, diselenggarakanlah program jaminan sosial yang 
menjadi agenda besar negara-negara di dunia. Jaminan sosial dipahami 
sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
1
 International Labour 
Organization (ILO), memberikan definisi jaminan sosial (social security): 
Social security is a system for providing income security to deal with 
the contingency risk of life, sickness and maternity, employment 
injury, unemployment, invalidity, old age and death, the provision of 




Jaminan sosial telah diselenggarakan di berbagai negara termasuk 
Indonesia. Pasca perang dunia II, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk 
mengembangkan jaminan sosial kesehatan bagi semua penduduk (Universal 
Health Coverage). Program jaminan sosial kesehatan (Jaminan Kesehatan 
Nasional-JKN) yang diselenggarakan pemerintah Indonesia,  berpijak atas 
dasar Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan 
Sosial Nasional) dengan BPJS sebagai badan penyelenggaranya. BPJS adalah 
badan hukum publik yang dibentuk untuk menjalankan program jaminan 
sosial kesehatan dan ketenagakerjaan 
3
 berdasarkan Undang-Undang No 24 
Tahun 2011.  
Disebutkan oleh sebuah lembaga konsultan Jerman bahwa prinsip 
dasar yang dibangun dalam program jaminan sosial di Indonesia, mengacu 
pada social state model dengan mengakomodir prinsip-prinsip welfare state 
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model. Social state model dikenal juga dengan sebutan “Bismarck Model”. 4 
Sebuah konsep jaminan sosial dengan mekanisme asuransi sosial (social 
insurance) dan bersifat wajib (mandatory).  
Sistem jaminan sosial nasional ini merupakan program yang bersifat 
wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat harus terlibat dalam 
kepesertaan dengan cara membayar iuran atau premi secara reguler kepada 
pelaksana, dalam hal ini BPJS. Dengan demikian, pengingkaran terhadap 
kewajiban tersebut bagi mereka yang dikategorikan mampu dianggap sebagai 
pelanggaran hukum. Pasal 19 ayat 1 UU No. 40 tahun 2004 tentang  SJSN 
menyebutkan
5: “Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional 
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas” . Prinsip asuransi 
sosial sebagaimana pasal 1 butir 3 menyebutkan: “Asuransi sosial adalah 
mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib (mandatory), berasal dari 
iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang 
menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya”. 
Sebelum jaminan kesehatan nasional bergulir tepatnya pada bulan 
Januari  2014, sesungguhnya Undang-Undang No. 40 tahun 2004 ini telah 
mendapatkan gugatan. Warouw menyatakan bahwa Koalisi Jaminan Sosial 
Pro-Rakyat  (KJSPR) telah melakukan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi 
minimal melakukan pembatalan (Judicial Review) terhadap pasal 17  ayat (1), 
(2, (3) dan tuntutan maksimal membatalkan pemberlakuan seluruh Undang-
Undang. 
6
Ketiga ayat tersebut berbunyi:  
Ayat (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah 
nominal tertentu, ayat (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran 
dari pekerjanya , menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan 
membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala, dan ayat (3) 
Besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala 
sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar 
hidup yang layak.  
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Mengacu pada UUD 1945, ketiga ayat tersebut telah mengalami 
penyimpangan dari pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi: Ayat (1) 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin , bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yng baik dan sehat serta berhak atas 
pelayanan kesehatan”. Ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial 
yang memungkinkan”. Undang-Undang tersebut juga inkonsisten terhadap 
pasal 34 ayat (2) dan (3), bahwa:  
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan; Negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 
umum yang layak.   
 
Secara fundamental, pasal-pasal tersebut disusul pasal lain Undang-
Undang No. 40 tahun 2004 ini dinilai bertentangan dengan konstitusi UUD 
1945 dari empat segi:
7
 
1. Undang-undang ini mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat 
sebagaimana tertuang dalam  pasal 17 ayat (2) yang bermakna memaksa 
rakyat dengan kata ”wajib”. 
2. Jaminan sosial direduksi maknanya menjadi bisnis asuransi. 
3. Undang-undang ini mengubah hak sosial rakyat menjadi komoditi dagang 
yang kental dengan semangat neoliberalisme. 
4. Undang-undang ini menempatkan kepentingan bisnis pada posisi sentral 
substansial menggeser posisi rakyat yang sentral substansial direduksi 
menjadi marginal residual. 
Di samping persoalan dari aspek konstitusional, implementasi atas 
Undang-Undang No. 40 tahun 2004 ini juga melahirkan berbagai persoalan 
manajemen seperti kasus penelantaran pasien, rumit dan berbelit-belitnya 
sistem administrasi rumah sakit, service quality yang buruk kepada pasien 
khususnya pasien miskin, hingga pengabaian tindakan medis yang sangat 
berpengaruh terhadap keselamatan jiwa pasien.  Adapun secara hukum Islam 
                                                             
7
 Sri Edi Swasono, “Mengapa Hak Sosial Rakyat diingkari 
https://dkrindonesia.wordpress.com/2015/08/16/prof-dr-sri-edi-swasono-mengapa-hak-sosial-





pada aspek muamalah, Undang-Undang  No. 40 Tahun 2004 ini memicu 
polemik khususnya masyarakat muslim terkait dengan akad. Hasil Keputusan 
Komisi B2 Masa>’il Fiqhiyah Mu’a >sirah Ijtima>’ Ulama Komisi Fatwa V MUI  
menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS tidak sesuai 
dengan prinsip syariah dikarenakan mengandung unsur maisir, g{ara>r, dan riba 
yang melekat di dalamnya.
8
 Di samping hal itu, ditinjau dari akad jaminan 
(ad{-d{aman), prinsip asuransi sosial yang merupakan mekanisme dalam 
jaminan sosial ini juga bermasalah. 
Kesehatan adalah aspek yang mendapatkan perhatian serius dalam 
Islam serta dipandang sebagai kebutuhan asasi (basic needs) bagi setiap insan. 
Menurut Abdul Azis al-Badri, negara Islam berkewajiban memberikan 
jaminan kesehatan kepada seluruh individu baik muslim dan non muslim, 
kalangan kaya maupun miskin tanpa terkecuali. Sebab kesehatan termasuk 
masalah pelayanan umum (ri’a>yah asysyu’u>n) dan kemaslahatan yang 
terpenting.
9
  Islam telah menjamin hak-hak sosial warga negaranya tanpa 
memandang kelas.  
Jauh sebelum konsep jaminan sosial dengan berbagai model 
diterapkan di berbagai negara, peradaban Islam sesungguhnya telah terlebih 
dulu mengaplikasikannya dengan sangat baik oleh Rasulullah saw dan para 
pemimpin Islam. Rasulullah saw sebagai kepala negara pernah melayani 
serombongan orang dari Urairah yang terserang penyakit limpa di Zhi Jadr, 
yakni sebuah tempat penggembalaan ternak kaum muslimin milik bait al-ma>l 
hingga sembuh.
10
 Bentuk jaminan kesehatan Rasulullah saw kepada rakyatnya 
juga ditunjukkan dalam hadis dari Jabir:   
ًاقْرِعَُوْنِمََعَطَقَػفَاًبيَِبطٍََّبَُأََلَِإََمَّلَسَكَِوْيَلَعَُوَّللاَىَّلَصَُّبَِّنلاََثَعَػبََؿاَقٍَرِباَجَْنَع11  
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Artinya: Dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah saw pernah mengirim seorang 
dokter kepada Ubay bin Kaab yang sedang sakit kemudian dokter itu 
memotong salah satu uratnya.  
Pada masa kepemimpinan Umar bin al Khaththa>b,  jaminan terhadap 
warga negara yang sakit juga menjadi tanggungan bagi negara. Jaribah Ahmad 
al-Haritsi menjelaskan, Umar memberikan harta zakat dari kas negara untuk 
sekelompok orang Nasrani yang sakit lepra. Umar selaku Khalifah (kepala 




Santunan yang cukup besar bagi orang yang sakit juga pernah 
diberikan oleh Umar bin Khaththa>b selaku khalifah pada saat berkunjung ke 
Damaskus. Saat itu khalifah Umar melewati suatu daerah tempat orang 
Nashrani menderita Kusta kemudian mereka diberikan tunjangan dan 
makanan.
13
 Menurut Mustafa as-Siba‟i, peradaban Islam memiliki solidaritas 
sosial yang tidak tertandingi oleh peradaban Barat dalam pelayanan 
kesehatannya, yakni dalam memberikan segala bentuk perawatan, pengobatan, 
makanan, dan hal-hal yang berhubungn dengan kesehatan secara gratis, 
bahkan memberikan sejumlah uang bagi pasien yang sedang menuju 
kesembuhannya (masa recovery).
14
 Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan 
isyarat bahwa jaminan kesehatan adalah tanggung jawab negara. 
Dalam persoalan mekanisme pendanaan jaminan sosial, negara Islam 
tidak mengenal sistem patungan rakyat (pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 
No.40 Tahun 2004) sebagaimana diterapkan dalam penyelenggaraan jaminan 
sosial di Indonesia. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan tentang 
pengalokasian dana kas negara (bait al ma>l), diantaranya untuk pengobatan 
bagi individu yang sakit, membeli kain kafan bagi orang yang meninggal dan 
dia tidak memiliki harta, anak jalanan, membayar diyat bagi pelaku kriminal 
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Membahas tentang jaminan sosial Islam, artinya berbicara tentang 
jaminan negara dalam arti yang sesungguhnya, yakni bantuan dari negara 
yang merupakan kewajibannya. Jaminan di sini bukan compulsory social 
insurance atau asuransi sosial sebagaimana paradigma jaminan dalam sistem 
kapitalis.  Jaminan sosial dalam sistem Islam adalah kewajiban negara dan 
merupakan hak sosial rakyat. Sedangkan dalam asuransi sosial, rakyat sebagai 
peserta harus membayar premi sendiri kepada perusahaan asuransi.
16
 Itu 
artinya rakyat harus melindungi dirinya sendiri, menanggung dirinya dan juga 
menanggung peserta lain, baik kaya maupun miskin.  Adapun prinsip ekuitas 
seperti dimaksud Undang-Undang No.40 tahun 2004, mendasarkan pelayanan 
kesehatannya berdasar besarnya iuran.  Rakyat hanya akan mendapatkan 
layanan sesuai kelas.  Peran negara dalam hal ini, hanya membentuk lembaga 
penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS). Selanjutnya, pembiayaan 
dikembalikan ke pundak rakyat.  Atas dasar inilah nampak perbedaan yang 
substansial antara jaminan sosial dalam Islam dan jaminan sosial dalam 
Undang-Undang No. 40 tahun 2004.   
Berdasarkan realita tersebut, maka dapat dikatakan bahwa secara 
fundamental, konsep jaminan sosial kesehatan menurut Undang-Undang No. 
40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengubah 
kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat 
dalam bentuk asuransi sosial.  
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian sebelumnya, memotivasi penulis untuk melakukan 
pengkajian terhadap Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional terkait dengan konsep jaminan sosial dalam hukum 
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Islam dengan fokus penelitian pada jaminan sosial kesehatan. Selanjutnya 
dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana jaminan sosial kesehatan rakyat berdasarkan Undang-Undang 
No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jaminan sosial kesehatan 
rakyat berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui jaminan sosial kesehatan rakyat berdasarkan Undang-Undang  
No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku 
di Indonesia 
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jaminan sosial kesehatan 
rakyat berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional yang berlaku di Indonesia 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai sarana untuk semakin memperkaya khasanah keilmuan terkait 
persoalan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan perspektif ekonomi 
Islam khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya  
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan 
menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam 
mengimplementasikan kebijakannya khususnya terkait jaminan sosial 
kesehatan secara Islami. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Paradigma Penelitian 
Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif 





fakta sangat berhubungan dengan peneliti yang tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain serta nilai-nilai yang dianut peneliti turut mempengaruhi fakta 
tersebut. Paradigma teori kritis sama dengan paradigma postpositivisme 
yang menilai realitas secara kritis.
17
 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni prosedur 
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah  
dimana peneliti merupakan instrumen kunci.
18
 
3. Data dan Sumber Data 
Jenis data merupakan data kualitatif yang bersumber dari: 
a. Data primer  
Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No.40 
tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang 
BPJS dan Buku Pegangan Sosialisasi SJSN dan kitab-kitab rujukan 
utama yakni Al-Islam D}a>minun lil Ha>ja>t al Asa>siyah likulli Fard}in wa 
Ya’malu lirafa>h}iyati Abdul Aziz al Badri, As–siya>sah al-Iqtis}a>diyah al-
Muts|la Abdurrahman Al Maliki, An Niz}a>m al Iqtis}a>di Fi Al Islam 
Taqiyuddin An Nabhani, al-Fiqh al-Iqtis}a>di li Ami>ril Mu’mini >n Umar 
bin al-Khat}ab Jaribah bin Ahmad al Haris|i, Min Rowa>i’i Had {ara>tina> 
Mustafa as-Siba’i 
b. Data sekunder 
Sumber data sekunder diambil dari literatur yang mendukung, 
yakni buku referensi, kitab-kitab fiqh, majalah, artikel, jurnal, 
pemikiran ahli hukum Islam, serta pustaka lainnya yang dapat diperoleh 
melalui perpustakaan dan media internet. Literatur yang digunakan 
diantaranya: Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm Syufaat, Buku 
Induk Ekonomi Islam Iqtis{a>duna> Muhammad Baqir Ash Sadr, Sistem 
Jaminan Sosial Nasional Achmad Subianto, The Islamic Welfare State 
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and Its Role in Economy Umar Chapra, Islamic Economics Theory and 
Practice M.A Mannan. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
 Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Data 
dikumpulkan dengan menggunakan  teknik dokumentasi, yakni menelusur 
data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 
surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.
19
 Data dan informasi 
dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan dan pengkajian terhadap 
semua literatur yang koheren dan relevan terhadap tema yang menjadi 
pembahasan. 
5. Teknik Analisis Data 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni prosedur 
pemecahan masalah dengan menyelidiki fakta kemudian dianalisa dengan 
norma hukum tertentu.
20
 Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif 
terhadap data primer dan sekunder yang telah terkumpul dengan 
pendekatan normatif,
21
 yakni pendekatan terhadap masalah yang diteliti 
dengan pengkajian terhadap norma dalam hukum Islam. Pendekatan ini 
digunakan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau 
hukum melalui teks-teks al Qur‟an, hadis, dan kaidah-kaidah ushul fiqh 
dengan metode induktif.  Metode induktif yaitu sebuah metode pemikiran 
yang menggunakan gambaran jelas dalam menguraikan suatu 





F.  Sistematika Penulisan  
Penulisan dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam 
beberapa bab. Keseluruhan bab yang tersaji, dirancang supaya dapat 
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menggambarkan secara menyeluruh alur berpikir penulis dan mudah dipahami 
bagi pembaca. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 
1. Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan 
sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan, ditempatkan pada bab 
pertama terdiri dari:  
Pertama: Latar belakang masalah, dipaparkan untuk menjelaskan faktor-
faktor yang menjadi dasar munculnya permasalahan (problem akademis) 
yang akan diteliti serta memberi penjelasan terhadap hal yang membuat 
ketertarikan penulis dan pentingnya untuk melakukan penelitian tersebut. 
Kedua: Tujuan penelitian, dipaparkan untuk mengetahui urgensi penelitian  
Ketiga: Manfaat penelitian memaparkan seberapa besar kontribusi yang 
akan diberikan atas hasil penelitian tersebut, 
Keempat: Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis terkait 
teknik dan tahapan yang akan ditempuh dalam pengumpulan serta analisa 
data. 
Kelima: Sistematika pembahasan, mengurai pedoman dalam penulisan 
yang memberikan gambaran alur berpikir peneliti  
2. Bab II, membahas mengenai teori Jaminan Sosial dalam Islam, 
memetakan tentang berbagai hasil penelitian serupa yang terkait, untuk 
mengetahui pada posisi manakah penelitian yang akan dilakukan 
selanjutnya di antara sejumlah hasil penelitian yang sudah ada, serta 
menyajikan kerangka berpikir penelitian yakni cara pandang dan wacana 
pendukung yang digunakan sebagai instrumen pembedah masalah yang 
dikaji 
3. Bab III, mendeskripsikan tentang konsep jaminan sosial dalam Undang-
Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 
jaminan sosial kesehatan meliputi latar belakang pembentukan Undang-
Undang No.40 Tahun 2004, azas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan 
jaminan sosial, badan penyelenggaraan jaminan sosial, program jaminan 





4. Bab IV,melakukan analisa dengan hukum Islam terhadap jaminan sosial 
kesehatan rakyat berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2004  


























SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jaminan sosial kesehatan di Indonesia berpijak pada Undang-Undang 
No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang 
diselenggarakan dengan basis social compulsory insurance (asuransi sosial 
yang bersifat wajib bagi seluruh warga) dan ekuitas (pelayanan kelas 
berdasarkan besaran iuran atau kemampuan penduduk membayar). 
Mekanisme asuransi sosial, menisbatkan pembiayaan jaminan sosial 
berdasarkan iuran dimana setiap penduduk menggotong bersama (sharing) 
beban belanja kesehatan yang dilimpahkan tanggung jawabnya kepada 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  
2. Dalam pandangan hukum Islam, konsep jaminan sosial kesehatan yang 
berlaku di Indonesia bermasalah dalam beberapa hal : 
a. Penggunaan jaminan sosial dan asuransi sosial sebagai suatu sistem 
yang sama, merupakan sebuah kerancuan. Sebab asuransi sosial adalah 
aktivitas pengumpulan premi, sementara jaminan sosial adalah bantuan 
negara untuk rakyatnya (social assistance). Nampak pertentangannya 
dengan amanat konstitusi pasal 28 H ayat 3 bahwa setiap orang berhak 
atas jaminan sosial yang layak. 
b. Pelimpahan tanggung jawab pelayanan kesehatan kepada BPJS adalah 
bentuk privatisasi layanan kesehatan yang dilarang di dalam Islam. 
Jaminan kesehatan adalah kebutuhan asasi publik  yang pemenuhannya 
wajib diupayakan negara untuk seluruh warga tanpa diskriminasi 
dengan sistem pembiayaan bait al-ma>l.  
c. Asuransi sosial tidak memenuhi persyaratan akad jaminan (d{ama>n) 
dalam Islam, yakni tidak adanya pihak tertanggung (mad{mu>n ‘anhu), 





tanggungan perusahaan asuransi dan adanya premi yang dibayar 
kepada penanggung (jaminan dengan kompensasi), sehingga 
dikategorikan akad yang batil.   
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, 
saran penulis adalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang SJSN sebagai payung hukum 
jaminan sosial di Indonesia, perlu adanya revisi sehingga konsep jaminan 
sosial dapat diimplementasikan sesuai dengan amanat konstitusi, dan 
mengembalikan amanah negara sebagai pelayan umat  
2. Perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan APBN di 
Indonesia sebagai sumber pembiayaan jaminan sosial  
 
C. Kata Penutup 
Demikian penyusunan tesis tentang “Analisis Undang-Undang No.40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditinjau dari Konsep 
Jaminan Sosial Kesehatan Rakyat Dalam Hukum Islam” telah paripurna. 
Tentunya masih ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, 
penulis mengharapkan kritik dan masukan membangun untuk perbaikan tesis 
ini. Semoga karya tulis ini, dapat menambah khazanah keilmuan di bidang 
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